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Abstrak: Penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Muhammad II atau Mehmed Al-Fatih 

pada 29 Mei 1453 menandai perubahan politik sekaligus dimulainya proses pembentukan 

kembali kota sebagai pusat Kesultanan Utsmaniyah. Makalah ini membahas bagaimana 

rekonstruksi fisik, kebijakan repopulasi, dan pemanfaatan warisan Bizantium saling 

berkaitan selama pemerintahan Mehmed II (1451–1481), dengan perhatian khusus pada 

periode setelah 1453. Penelitian menggunakan metode sejarah melalui studi pustaka, 

kritik terhadap sumber sekunder, dan pembacaan komparatif atas kajian tentang 

kebijakan penduduk, arsitektur, serta ruang kota. Hasil kajian menunjukkan bahwa 

rekonstruksi tidak berlangsung sebagai pemulihan netral atas kota lama, melainkan 

sebagai proyek politik untuk menghidupkan kembali pusat perkotaan yang mengalami 

kerusakan dan penyusutan penduduk, sekaligus menegaskan legitimasi penguasa baru. 

Pemindahan penduduk secara paksa maupun sukarela, perbaikan tembok dan bangunan, 

pengubahan Hagia Sophia menjadi masjid, serta pembangunan kompleks istana dan 

keagamaan memperlihatkan perpaduan antara kesinambungan ruang Bizantium dan 

penataan ulang Utsmaniyah. Dengan demikian, Konstantinopel pasca-1453 lebih tepat 

dipahami sebagai kota yang dibentuk melalui seleksi, adaptasi, dan pemberian makna 

baru terhadap warisan sebelumnya. 

Kata Kunci: arsitektur; Bizantium; Konstantinopel; repopulasi; Utsmaniyah 

 

PENDAHULUAN 

Penaklukan Konstantinopel pada 29 Mei 1453 oleh pasukan Sultan Mehmed II—

yang dalam tradisi Indonesia dikenal sebagai Muhammad Al-Fatih—merupakan 

peristiwa penting dalam sejarah Mediterania timur. Kota tersebut selama lebih dari satu 

milenium menjadi pusat Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium. Ketika jatuh ke 

tangan Utsmaniyah, Konstantinopel bukanlah kota yang berada pada puncak 

kemakmuran seperti pada masa-masa sebelumnya. Wilayah kekuasaan Bizantium telah 

menyusut, kegiatan ekonomi melemah, dan sebagian kawasan kota mengalami kerusakan 

serta kekosongan penduduk. Kajian Kafescioğlu (2009) menekankan bahwa rekonstruksi 
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kota setelah penaklukan berkaitan erat dengan pembentukan ibu kota baru dan perubahan 

konsepsi kekuasaan Utsmaniyah. 

Karena itu, peristiwa 1453 tidak cukup dipahami hanya sebagai pergantian 

penguasa atau kemenangan militer. Setelah penaklukan, Mehmed II menghadapi 

persoalan bagaimana menghidupkan kembali kota yang luas tetapi tidak seluruhnya 

berfungsi, mengisi kembali kawasan yang ditinggalkan, mengembangkan perdagangan, 

dan menjadikan kota tersebut layak sebagai pusat pemerintahan. Dalam catatan Michael 

Kritovoulos, yang menulis sejarah Mehmed II dari sudut pandang seorang elite Yunani 

yang hidup dalam masa transisi, pemukiman kembali penduduk dan perbaikan kota 

termasuk di antara perhatian awal sang sultan. Meski demikian, karya Kritovoulos perlu 

dibaca sebagai sumber yang memiliki posisi dan kepentingan tertentu, bukan sebagai 

laporan yang sepenuhnya netral. 

Rekonstruksi berlangsung melalui beberapa jalur yang saling berhubungan. 

Pertama, perbaikan infrastruktur dan bangunan dilakukan untuk memulihkan keamanan 

serta fungsi kota. Kedua, kebijakan repopulasi diarahkan untuk menambah jumlah 

penduduk dan menghidupkan kembali aktivitas ekonomi. Kebijakan ini melibatkan 

kelompok Muslim, Kristen, dan Yahudi, tetapi juga mencakup pemindahan paksa dari 

wilayah lain dalam kekuasaan Utsmaniyah. Dengan demikian, repopulasi tidak dapat 

disederhanakan sebagai migrasi sukarela atau kebijakan toleransi semata; ia juga 

merupakan tindakan negara untuk mengendalikan komposisi dan persebaran penduduk 

(İnalcık, 1969–1970). 

Ketiga, warisan Bizantium tidak dihapus seluruhnya, tetapi dipilih dan ditafsirkan 

kembali. Hagia Sophia, yang sebelumnya menjadi gereja utama Kekristenan Ortodoks 

Timur, dialihfungsikan menjadi masjid kekaisaran. Jalur-jalur kota, monumen, dan 

sebagian bangunan lama tetap membentuk struktur ruang, sementara fungsi simbolisnya 

berubah. Strootman (2024) menunjukkan bahwa ruang-ruang monumental seperti 

Hippodrome dan jalan utama kota memperlihatkan kesinambungan sekaligus perubahan 

setelah penaklukan. Dalam konteks ini, adaptasi warisan Bizantium berarti penggunaan 

kembali ruang dan bangunan lama untuk kebutuhan sosial, keagamaan, dan politik yang 

baru. 

Penelitian mengenai Istanbul awal Utsmaniyah telah banyak menelaah arsitektur, 

kebijakan penduduk, dan pembentukan ibu kota. Kafescioğlu (2009), misalnya, melihat 

pembangunan kota sebagai bagian dari pembentukan negara dan representasi kekuasaan, 
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sedangkan İnalcık (1969–1970) membahas kebijakan Mehmed II terhadap penduduk 

Yunani dan bangunan Bizantium. Kajian-kajian tersebut memberikan dasar penting untuk 

memahami hubungan antara kota dan kekuasaan. Makalah ini menggabungkan ketiga 

dimensi—transformasi fisik, repopulasi, dan adaptasi warisan—agar rekonstruksi dapat 

dilihat sebagai proses yang menyeluruh, bukan sebagai daftar proyek bangunan semata. 

Permasalahan utama yang dibahas adalah bagaimana kebijakan Mehmed II pada 

1453–1481 membentuk kembali Konstantinopel sebagai ibu kota Utsmaniyah melalui 

pembangunan kota, penataan penduduk, dan penggunaan warisan Bizantium. Tujuan 

makalah ini adalah menjelaskan bentuk perubahan kota, menilai peran repopulasi dalam 

pemulihan kehidupan perkotaan, serta menguraikan bagaimana bangunan dan ruang 

Bizantium diberi fungsi dan makna baru. Kajian ini penting karena memperlihatkan 

bahwa perubahan ibu kota bukan hanya persoalan fisik, melainkan juga proses sosial dan 

simbolis yang melibatkan kelompok penduduk dengan pengalaman berbeda. 

Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan pendekatan studi pustaka. 

Sumber utama yang menjadi titik pijak adalah kajian akademik tentang Istanbul abad ke-

15 dan tulisan Kritovoulos yang dibahas dalam penelitian modern. Data dibaca melalui 

kritik sumber dan perbandingan interpretasi, terutama untuk membedakan keterangan 

tentang kebijakan sultan dari penafsiran sejarawan kontemporer. Kerangka analisis 

menempatkan kota sebagai ruang politik: bangunan, jalan, dan permukiman dipahami 

sebagai unsur yang dapat mempertahankan jejak masa lalu sekaligus membentuk 

legitimasi penguasa baru. Pembahasan dibatasi pada pemerintahan Mehmed II hingga 

1481; perkembangan pada masa sultan-sultan berikutnya hanya digunakan jika 

diperlukan untuk menjelaskan kesinambungan, bukan dianggap sebagai hasil langsung 

dari kebijakan Mehmed II. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Rekonstruksi Fisik dan Pembentukan Ibu Kota 

Setelah penaklukan, langkah awal rekonstruksi berkaitan dengan pemulihan 

keamanan dan kelayakan kota. Catatan Kritovoulos, sebagaimana dibahas dalam kajian 

sejarah modern, menyebut perhatian terhadap perbaikan bagian tembok yang rusak, 

pembangunan tempat tinggal penguasa, serta usaha mengembalikan penduduk. Hal ini 

menunjukkan bahwa rekonstruksi tidak semata-mata bersifat monumental. Infrastruktur 
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pertahanan dan hunian menjadi prasyarat bagi pemulihan administrasi, perdagangan, dan 

kehidupan sehari-hari. 

 
Gambar 1. Skema konseptual transformasi Konstantinopel pasca-1453. 

 

Kafescioğlu (2009) menempatkan tahun-tahun awal pascapenaklukan sebagai 

masa orientasi, ketika pemerintah Utsmaniyah mulai menentukan bagaimana kota lama 

dapat melayani kebutuhan rezim baru. Pada dekade-dekade berikutnya, pembangunan 

semakin terarah dan terhubung dengan gagasan ibu kota kekaisaran. Kompleks istana 

menjadi pusat administrasi sekaligus simbol keberadaan penguasa. Pembangunan 

kompleks masjid dan lembaga pendukungnya kemudian menciptakan titik-titik baru bagi 

kegiatan keagamaan, pendidikan, distribusi bantuan, dan aktivitas ekonomi. 

Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa bentuk kota dibangun melalui 

hubungan antara fungsi praktis dan representasi politik. Perbaikan tembok menegaskan 

keamanan, sedangkan istana dan bangunan keagamaan menampilkan kemampuan sultan 

mengorganisasi sumber daya serta mengarahkan kehidupan kota. Dengan demikian, 

pembangunan fisik merupakan bagian dari pembentukan pusat kekuasaan Utsmaniyah, 

bukan sekadar pemulihan bangunan yang rusak. 
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Aspek  Bentuk perubahan  Makna historis 

Infrastruktur Perbaikan pertahanan dan 

bangunan penting  

Memulihkan keamanan dan 

fungsi kota 

Repopulasi Pemukiman penduduk dari 

beragam komunitas  

Menghidupkan kembali hunian 

dan ekonomi 

Keagamaan Hagia Sophia dialihfungsikan 

menjadi masjid  

Menegaskan kedaulatan baru 

sekaligus memakai bangunan 

lama 

Ruang kota Ruang monumental lama tetap 

digunakan dengan fungsi baru

  

Menunjukkan kesinambungan 

dan perubahan 

Tabel 1. Ringkasan dimensi rekonstruksi Konstantinopel pasca-1453. 

 

Repopulasi dan Pembentukan Masyarakat Kota 

Pemulihan Konstantinopel membutuhkan penduduk yang dapat menghidupkan 

kembali rumah, pasar, pelabuhan, bengkel, dan lembaga keagamaan. Karena jumlah 

penduduk kota menurun akibat perang, perpindahan, dan penawanan, pemerintah 

Mehmed II menjalankan kebijakan pemukiman kembali. Sumber-sumber yang dikaji 

İnalcık (1969–1970) dan Kritovoulos menyebut pemindahan penduduk dari berbagai 

bagian wilayah Utsmaniyah, termasuk Muslim, Kristen, dan Yahudi. Tujuan kebijakan 

ini bukan hanya meningkatkan jumlah penduduk, tetapi juga memulihkan kegiatan 

ekonomi dan memperkuat posisi kota sebagai pusat pemerintahan. 

Repopulasi tersebut memiliki sisi yang berbeda-beda. Sebagian orang datang 

untuk berdagang atau mencari peluang ekonomi; sebagian lainnya dipindahkan melalui 

perintah negara. Oleh sebab itu, kebijakan ini perlu dipahami sebagai kombinasi insentif, 

kepentingan ekonomi, dan pemaksaan administratif. Penggunaan istilah repopulasi tidak 

boleh menutupi pengalaman kehilangan tempat tinggal atau keterputusan komunitas yang 

dialami kelompok-kelompok yang dipindahkan. 

Keberadaan komunitas dengan latar belakang agama dan bahasa yang beragam 

turut membentuk masyarakat kota Utsmaniyah. Komunitas Kristen Ortodoks tetap hadir 

dan institusi patriarkat dipulihkan di bawah pengaturan politik baru, sementara penduduk 

Muslim dan Yahudi juga menjadi bagian dari kehidupan kota. Pengaturan ini tidak berarti 

bahwa semua kelompok memiliki kedudukan atau pengalaman yang setara. Hubungan 
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antarkomunitas berlangsung di bawah struktur kekuasaan yang menempatkan sultan 

sebagai penguasa tertinggi. Karena itu, repopulasi sekaligus memperlihatkan upaya 

pemulihan ekonomi dan perluasan kendali negara atas ruang perkotaan. 

Dari sisi ekonomi, penduduk baru dibutuhkan untuk mengisi kembali lingkungan 

hunian dan menggerakkan produksi serta pertukaran barang. Kota yang berfungsi sebagai 

ibu kota memerlukan pengrajin, pedagang, pekerja, pejabat, ulama, dan tenaga pelayanan. 

Kebijakan penduduk karenanya tidak dapat dipisahkan dari pembangunan fisik: 

bangunan tidak akan berfungsi tanpa penghuni, sementara pemukiman baru 

membutuhkan keamanan, fasilitas, dan pusat aktivitas. Keduanya saling menopang dalam 

proses pembentukan Istanbul Utsmaniyah. 

 

Adaptasi Warisan Bizantium: Hagia Sophia dan Ruang Kota 

Penggunaan warisan Bizantium menjadi salah satu aspek paling jelas dari 

rekonstruksi. Hagia Sophia dialihfungsikan menjadi masjid setelah penaklukan dan 

kemudian menjadi masjid kekaisaran Utsmaniyah. Perubahan fungsi tersebut memiliki 

makna keagamaan sekaligus politik. Bangunan yang selama berabad-abad menjadi pusat 

simbolis Kekaisaran Bizantium digunakan untuk menampilkan kedaulatan baru. 

Necipoğlu (2005) menekankan daya tahan Hagia Sophia sebagai monumen yang mampu 

menyerap perubahan konteks dan fungsi tanpa kehilangan seluruh karakter arsitektur 

asalnya. 

Adaptasi tidak berarti bangunan dibiarkan tanpa perubahan. Penggunaan sebagai 

masjid memerlukan penyesuaian terhadap kebutuhan ibadah dan tata ruang keagamaan 

Islam. Seiring waktu, elemen-elemen baru ditambahkan, sementara sebagian unsur visual 

Kristen ditutup atau diubah penggunaannya. Namun, perlu dibedakan antara perubahan 

yang berlangsung pada masa Mehmed II dan penambahan pada masa-masa Utsmaniyah 

berikutnya. Menisbatkan seluruh bentuk Hagia Sophia yang terlihat sekarang kepada 

periode 1453–1481 akan mengaburkan sejarah panjang perawatan dan perubahan 

bangunan tersebut. 

Selain Hagia Sophia, ruang-ruang kota Bizantium tetap berpengaruh terhadap 

struktur Istanbul. Hippodrome, yang dikenal dalam tradisi Utsmaniyah sebagai 

Atmeydanı, tidak lagi menjalankan fungsi utama sebagai arena perlombaan kereta seperti 

pada masa Romawi-Bizantium, tetapi ruangnya tetap menjadi tempat berkumpul dan 

kegiatan seremonial. Strootman (2024) menyoroti bahwa perubahan fungsi ruang 
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monumental berjalan berdampingan dengan keberlanjutan bentuk dan posisi ruang 

tersebut dalam tata kota. Ruang lama dapat dipertahankan karena nilai strategis dan 

simbolisnya, meskipun maknanya ditata ulang. 

Adaptasi juga terlihat pada pemanfaatan bangunan dan kawasan lama untuk 

kebutuhan permukiman, administrasi, dan kegiatan keagamaan. Tidak semua bangunan 

Bizantium dipertahankan, dan tidak semua perubahan dilakukan dengan cara yang sama. 

Ada bangunan yang dialihfungsikan, ada yang diperbaiki, dan ada pula yang kehilangan 

fungsi atau mengalami kerusakan. Dengan demikian, warisan Bizantium tidak 

diperlakukan sebagai satu kesatuan yang harus dipertahankan atau dimusnahkan 

seluruhnya. Pemerintah Utsmaniyah memilih unsur yang dapat digunakan untuk 

mendukung kebutuhan praktis dan citra kekuasaan baru. 

 

Kesinambungan, Perubahan, dan Legitimasi Kekuasaan 

Transformasi Konstantinopel setelah 1453 memperlihatkan hubungan yang erat 

antara kesinambungan dan perubahan. Pada satu sisi, nama, tata ruang, jalur pergerakan, 

dan bangunan tertentu mempertahankan jejak masa Bizantium. Pada sisi lain, fungsi 

keagamaan, pusat administrasi, dan simbol-simbol utama kota diatur ulang untuk 

menampilkan dominasi Utsmaniyah. Proses tersebut tidak berlangsung dalam satu waktu 

singkat, melainkan melalui serangkaian kebijakan dan proyek yang berkembang 

sepanjang pemerintahan Mehmed II. 

Kafescioğlu (2009) menjelaskan bahwa pembentukan ibu kota Utsmaniyah 

berjalan bersamaan dengan pembentukan konsep kekaisaran dan posisi sultan. Dalam 

kerangka ini, pembangunan istana dan kompleks keagamaan tidak hanya memenuhi 

kebutuhan ruang, tetapi juga menata hubungan antara penguasa, elite, dan penduduk. 

Kota menjadi sarana untuk memperlihatkan kapasitas negara serta menghubungkan 

kekuasaan baru dengan prestise imperial yang telah melekat pada Konstantinopel. 

Warisan Bizantium dengan demikian berperan sebagai sumber legitimasi 

sekaligus objek perubahan. Penguasa baru tidak harus menghapus semua simbol lama 

untuk menyatakan kekuasaan; penggunaan kembali bangunan penting justru dapat 

menunjukkan bahwa pusat imperial yang lama kini berada di bawah kendali mereka. 

Namun, proses tersebut juga mengandung ketimpangan dan konflik, terutama bagi 

penduduk yang mengalami penawanan, pemindahan, atau perubahan status lembaga 
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keagamaan. Narasi rekonstruksi perlu mengakui kemampuan negara membangun kota 

sekaligus konsekuensi sosial dari penaklukan. 

Secara keseluruhan, rekonstruksi Konstantinopel selama 1453–1481 dapat 

dipahami melalui tiga proses yang saling terkait. Pembangunan fisik memulihkan dan 

menciptakan pusat-pusat baru; repopulasi mengisi kembali kota dan mengarahkan 

komposisi penduduk; sedangkan adaptasi warisan Bizantium menghubungkan ruang 

lama dengan ideologi serta kebutuhan Utsmaniyah. Ketiganya menjelaskan mengapa 

perubahan kota tidak tepat dipandang sebagai penggantian total satu peradaban oleh 

peradaban lain, melainkan sebagai proses selektif yang melibatkan kesinambungan, 

perubahan, dan perebutan makna. 

 

Periode Fokus proses Catatan interpretasi 

1453 dan tahun-

tahun awal 

Pemulihan pascapenaklukan dan 

pengisian kembali penduduk 

Tahap awal rekonstruksi; bukti 

harus dibaca kritis 

Pertengahan 

pemerintahan 

Mehmed II 

Pengembangan pusat 

pemerintahan dan bangunan 

keagamaan 

Kota diarahkan menjadi ibu 

kota kekaisaran 

Menjelang 1481 
Penguatan fungsi administratif, 

sosial, dan simbolis 

Sebagian perubahan arsitektur 

berlanjut sesudah 1481 

Tabel 2. Sintesis kronologis proses rekonstruksi selama pemerintahan Mehmed II. 

 

KESIMPULAN 

Rekonstruksi Konstantinopel pada masa Sultan Muhammad Al-Fatih merupakan 

proyek pembentukan ibu kota yang menggabungkan pemulihan infrastruktur, penataan 

penduduk, dan penggunaan kembali warisan Bizantium. Kota dibangun bukan hanya agar 

kembali dihuni, tetapi juga agar mampu menjalankan fungsi administratif, ekonomi, dan 

simbolis sebagai pusat Utsmaniyah. Repopulasi memperkuat kehidupan perkotaan 

melalui kedatangan berbagai komunitas, tetapi prosesnya juga mencakup pemindahan 

paksa sehingga tidak dapat dipahami sebagai kebijakan sukarela semata. Pada saat yang 

sama, Hagia Sophia dan sejumlah ruang kota lama memperlihatkan bagaimana bangunan 

serta lanskap Bizantium dipertahankan, dialihfungsikan, atau diberi makna baru. Dengan 

demikian, jawaban atas persoalan penelitian ini adalah bahwa transformasi 

Konstantinopel berlangsung melalui kesinambungan yang dikendalikan: warisan lama 
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tetap membentuk kota, tetapi fungsi dan simbolnya disusun ulang untuk menopang 

legitimasi serta kebutuhan pemerintahan Mehmed II. Proses tersebut meletakkan dasar 

bagi perkembangan Istanbul sebagai ibu kota Utsmaniyah, meskipun sejumlah perubahan 

lanjutan terjadi setelah 1481. 
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